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NO KETERANGAN HARGA SATUAN TOTAL

P. Dana Kekurangan Fee Influencer & KOL UNM x Rankpillar 212.000Rp                  

212.000Rp                  

Terbilang :

Menyetujui, 
Ka. BAKU

Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom

Kepala

Naba Aji Notoseputro

FORMULIR PERSETUJUAN DANA

ALOKASI PENGGUNAAN DANA

Mengetahui

Divisi Marketing, Event & Relation

TOTAL

dua ratus dua belas ribu rupiah

UBSI
UNM New





Jakarta, 16 Desember 2025 

 
Nomor : 703/Digima/XII/2025 
Perihal : Permohonan Kekurangan Fee Influencer & KOL UNM  x Rankpillar 
 
Kepada Yth, 
Kepala Divisi MER BSI Group 
Bapak Ir. Naba Aji Notoseputro 
Di tempat. 

Dengan Hormat, 

 

Menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh Rankpillar mengenai adanya 
kekurangan pembayaran fee Influencer yang sudah bekerjasama dengan UNM untuk 
periode Semester Genap 2024/2025 dikarenakan kesalahan nominal pemotongan pajak 
sebesar 2% oleh UBSI untuk Rankpillar yang seharusnya hanya 0,5%. Maka melalui 
surat ini saya ingin mengajukan Pembayaran Kekurangan Fee Influencer UNM x 
Rankpillar dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tanggal Pembayaran 19 Desember 2025 
Akun Biaya Rekening Ket 

Global Digital Talenta 
 

Rp.212.000,- BCA  
0020312262  

A.N Global Digital Talenta 

Kekurangan Fee 
Endorsment UNM 

*lampiran-lampiran terlampir 
 
Demikianlah Surat Permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, 
saya ucapkan terima kasih.  
 

    
                                                                           Hormat Saya, 

                                                                          Ketua Tim Digima BSI Group 

                                                                             

                                                                        Achmad Rifai, M.Kom 
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SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI

WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Nomor: KET-00020/PP23-CT/KPP.0501/2025
 

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:
Nama : GLOBAL DIGITAL TALENTA
NPWP : 0287757090031000
Alamat : JALAN PALMERAH UTARA IV NOMOR 11 UNIT A LANTAI 1 , RT 001,

RW 006, PALMERAH, PAL MERAH, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI
JAKARTA, 11480 Indonesia

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat
final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar
0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 kecuali:
a. Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif

Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak
Penghasilan; atau

c. Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22
Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor atau pembelian barang yang dilakukan
oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
 
 Jakarta, 22 April 2025

s

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini
diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau
pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tandatangan


